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MOTTO

Kewenangan arbitrase tidak dapat mengatasi
kewenangan proses Kepailitan®

* Suyudi, Aria, Eryamio Nugroho dan Herni Sri Nurbayant, 2004. Anafisis
Hukum Kepailitan : Kepailttan i Negeri Pailit, hal. 64. Jakarta:Dimensi
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dengan obyek yang dianalisa vaitu (1) penyelesaian hukum vang dapat
dilakukan cleh pihak yang mengajukan pailit atas putusan arbitrase vang
belum dilaksanakan, (2) kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa
perkara pailit dengan klausula arbitrase, (3) unjavan yuridis terhadap
putusan perkara pailit No.80/Pailit/2000/PN Nia ga/ Jkt Pst.

Penulisan skripsi imi menggunakan metode pendekatan  yuridis
normatif, vaitu pendekatan masalai dengan melakukan kajian terhadap
peraturan  perundang-undangan, teort hukum dan vurisprudensi yang
berhubungan dengan permasalahan vang dikap atau dibahas Sumber
bahan hukum vang digunakan ada dua macam vaitu sumber bahan hukum
primer dan sumber bahan hukum sekunder

Majelis Hakim Pengadilan Niagn dalam putusannva menyatakan
menolak permohonan pailit vang memuar klausuls arbitrase vang diajukan
cleh PT. Trakindo terhadap PT. Hotel Sahid dimlai tidak memenuhi
tuntutan  dart Pemohon  khususnva utang vang belum dibavar aleh
Termohon,  Adanya klausula arbitrase sehurusnya  tdak  membuat
Pengadilan Niapa kehilangan Kewenangannya untuk memeriksa dan
menyatakan pailit. Hal ini dinyatakan dengan jclas dalam Pasal 303 LU
No.37 Tahun 2004 bahwa Pengadilan Niags tetap berwenang memeriksa
dan menyelesaikan permohonan permyatasn pailit yang diajukan para
pihuk yanz memuat klausula arbitrase

Hendaknya Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan
pathit  dapat  mengharumi kehidupan  masvarakat  umum  demi
perkembangan dan kemajuan perekonomian dan bisnis di Indonesia.

Xiii
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HAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda hampir selurub  belahan dunia &
pertengahan  tahun 1997  telah memporak-porandakan  sendi-sendi
perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan
merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia adalah salah satu
negara yang paling menderita dan merasakan akibatnva sehingga tidak sedikit
duma usaha vang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun
hidup menderita

Pemerintah dalam mengantisipasi adanya kecenderunzan dunia usaha
yang bangkrut tersebut akan berakibat tidak dipenuhlinya  kewajiban-
kewajiban yang sudah jatuh tlempo, maka pemerintah melakukan perubahan-
perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah
satunya adalah dengan menyempumakan U No.d Tahun 1998 menjadi UL
No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (selanjutnya disebut dengan UU No.37 Tahun 2004,

Inisiatif  pemenniah  untuk menyempurnakan  Undang-Undang
Kepatlitan dan Penundaan Kewayiban Pembayaran Utang, sebenarnya tmbul
karena ada “tekanan" dari Dana Moneter Internasional/  [nternational
Monetary Fund (IMF) vang mendesak supaya Indonesia menvempumakan
sarana hukum yang mengatur permasalalian pemenuhan kewajiban-kewajiban
oleh debitor kepada kreditor. IMF merasa bahwa peraturan  kepailitan
nerupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai
dan kurang memenuhi wntutan Jaman (Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja,
1999: 1.

Terpuruknva kehidupan  perckonomian telah menunbulkan masalah

besur bugr dunm usaha vang ambruk dan rontok sehingps  tidak clipant
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meneruskan kegatannya termasuk dalam memenult kewajibannya kepada
kreditor

Salah satu sarana hukum vang menjadi landasan bagi penvelesaian
utang pratang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalahb
peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Peraturan
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang 1 Femudian
disosialisasikan kepada masyarakat luas supaya diketahui oleh umum.

Keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembavaran Utang diharapkan dapat memecahkan sebagian penyelesaan
utang plutang perusahaan sehingga perlu ada mekanisme penvelesatan
sengketa vang adil, cepat, terbuka dan efekti{ melalui suatu pengadilan khusus
di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan
tugas khusus pula untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan berbaga
sengketa tertentu di idang perniagaan termasuk kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang.

Pembentukan Pengadilan Niaga bukan hanva sebuah pendekatan bascu
sebagai upava penyelesaian masalah penegakan hukum melalui lembaga
peradilan, namun lebih sebagai pionir bagi dilakukannva reformasi peradilan
dan memenubi kebutuhan dalan bidang perekonomian lainnva terpisaly dari
yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk memenksa permohonan pailit

Berdasarkan ketentuan UL No.37 Tahun 2004, maka Kewenangan
Pengadilan Niaga udak hanya terbata, untuk memeriksa dan memutis
permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang saji,
melainkan sebagai kewenangan komprehensif atas selurub masalah Vil
berhubungan dengan kepailitan dan PKPU itu sendiri.

Kewenangan Pengadilan Niapa dalam memeriksa permohonan pailit
yang lerjadi di Indonesia masih dipengaruhi oleh keberadaan kewenanpan
mengadili yang melekat pada badan-badan peradilan lainnva. Bila terjadi
pembenturan terhadap kewenangan mengadili pada badan-badan peradilan

lam di Indonesia, maka Majelis Hakim harus memutuskan terlebih dahuly
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apakah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa paiiit  dapat
dilanjutkan atas kewenangan yvang memiliki kekuasaan mengadili tersebut.

Kewenangan Pengadilan Niaga ini menjadi lebih luas dalam UU No 37
Tahun 2004 yaitu Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa pennohonan
pailit yang memuat klausula arbitrase Hal imi berkaitan erat dengan UU
No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatil Penvelesaian Sengketa
(selanjutrya disebut dengan 17U No.30 Tahun [999),

Penyempurnaan terhadap peraturan  kepailitan  dan  penundann
kewajiban pembayaran utang vakni dan UU No 4 Tahun 1998 menjadi UU
No.37 Tahun 2004, maka kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa
dan menyelesaikan pemyataan permohonan pailit menjadi lebih luas
Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skiipss
mi “KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA
SURAT PERMOUHONAN PALLIT ATAS PUTLSAN  ARBI LRASE
YANG BELUM DILAKSANAKAN (Studi Kasus Putusan No.$0/Pailit/
2000/PN.Niaga/Jkt.Pst)".

1.2 Rueang Lingkup

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perfu divurmkan
mengena batasan ruang lingkup dari matert yang dibahas. hal ini dilakukan
untuk menghindari adanya suatu penafsiran vang menyimpang dari pokok
permasalahan dan menghindari terjadi pengembangan vang terlaly luas,
sehingga tujuan dari maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup
dari penulisan skripsi i adalah mengenai kompetensi Pengadilan Niaga
dalam memenksa surat permohonan pailit atas putusan arbitrase vang belum
dilaksanakan.

.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkupnya maka yang menjadi
permasalahan dalam penulisan skripst ini adalab sebagar berikut:
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. Bagmimanakah penyelesaian hukum vang dapat dilakukan oleh pihak yang

mengajukan pailit atas putusan arbitrase yang belum diluksanakan?
Apakah Pengadilan Niaga berwenang dalam memeriksa perkara pailit

dengan klausula arbitrase?

- Apakah Majehs Hakim dalam putusan perkara pailit No 80/Pailit 2006

PN, Niaga/lkt Pst telah memenuhi tuntutan dart Pemohon?

L4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran vang hendak dicapai dari suatu

penulisan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Tujuan Umum

I

o]

Tujuan umum dan penulisan skripsi i1 adalah:
Untuk memenuhi persyaratan. mempe.oleh gelar sarjany hukum puda
Fakultas Hukum Universitas Jember
Untuk memberikan sumbangan penikiran kepada pemerintah, praktiss
hukum dan almamater tercinta untuk nantinya dapat dimanfaatkan dengan
sebatk-batknya
Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum perdata, hukum ekonomi

dan hukum bisms.

1.4.2 Tujuan Khusus

BN

Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pihak
yung mengajukan pailit atus putusan arbitrase yang belum dilaksanakan
Untuk mengetahui apakah Penpadilan Niaga berwenang dalam memeriksa
permohonan pailit dengan klausula arbitrase

Untuk mengetahul  apakah putusan  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
No. BO/Pailit 2000/PN Niaga/Jkt Pst telah memenuhi rasa keadilan bag
para pihak vang bersengketa dan masyarakat Indonesia pada umumnya

dalam menyelesatkan perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia
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1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan ialah suatu proses prinsip dan prosedur untuk
digunakan scbagai sarana untuk mendekati serta mencapai sasaran yang
hendak dituju, sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat dipertanggung
jawabkan secara ilnuah. Oleh karena iu, metode yang digunakan penulis
dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi im adalah menggunakan
pendekatan masalah yang bersifat yuridis normarif, vaitu pendekatan masalah
dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. teori
hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan penmasalahan vang dikaji
atau dibahas (Soemitro, 1998:10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum vang digunakan dalam penulisan sknipsi ini ada
dua macam yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum
sekunder.
a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah balian dasar atau bahan ash yang

diperoleh penulis dani Vania Peradilan No.219 (Putusan No.80/Pailiv
2000/PN Niaga/JKtPst), peraturan perundang-undangan, norma-norma,
pendapat para sarjana, yunsprudensi dan dokumien (Soemitro, 1990'11)
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan vang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian
orang lain, majalah-majalah hukum, lneratur-literatur yang mendukung
untuk membahas permasalahan (Soemitro, 19901 1),
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1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam penulisan skripsi im adalah mengumpulkan berkas-
berkas dokumen serta literatur-litcratur yang ada hubungannya dengan
permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum
menggunakan studi pustaka.

Studi kepustakaan adalah suaty metode pengumpulan bahan hukuwn
yang dilakukan dengan carz mempelajari literatur-literatur, undang-undang
dan putusan pengadilan vang berkattan dengan masalah yang ada (Soemitro,
1990:98).

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Metode anclisa bahan hukum yang digunakan dalam peny usunun
skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, vaitu suatu
metode analisis yang dilaksanakan dengan cara memberikan gambaran vang
selengkap-lengkapnya tentang keadaan vang dibahns, kemudian dikay
menurut landasan hukum yang berlaku secara teori sehingga dapat diberikan
jawaban atas permasalahan yang akan dikaji vang tidak didasarkan atas
angka-angka atau bilangan statis {Soemitro, 1990:138)

Kesimpulan dibuat menggunakan metode deduktif yaitu  metode
pembahasan vang dimulai dari permasalahan vang bersifat umum menuju
permesalahan yang bersitat khusus.
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BAB i
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Trakindo suaty perusahaan dibidang pengadaan peralatan tehnik besar
sertd suku cadangnya pada tahun 1996 memperoleh pekerjaan borongan untuk
pengadaan dan pemasangan genset pada Gedung Menara Sahid di Jalan lendral
Sudirman Jakarta dari Hotel Sahid Jaya Internasional

Kesepakatan untuk pemborongan pekerjaan pemasangan genset tersebut
antara PT. Trakindo dengan PT. Hotel Sahid tersebut dituangkan didalam
“Perjanjian Pemborongan Kerja” No.I1I/SPP/HSIUMS/X1/1996. Salsh satu
pasal di dalam “Perjanjian Pemborongan Kerja™ ing, mencantumkan “C fausula
Arbitrase™ bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diselesarkan
melalui Badan Arbitrase-BAN|.

Tidak lama kemudian terjadi sengketa tentang pembayaran hasil pekerjaan
yang telah dilakukan oleh PT Frakindo, dimana PT. Hotel Sahid hanya bersedia
membayar uang perpaket hasil pekerjaan. Hal ini tidak dapat diterima oleh
pemborong pekerjaan, PT. Trakindo, yang menghendaki Jumlah seluruh proyek,

Sengketa tersebut, oleh kedua belah pihak digjukan penyelesatan ke Badan
Arbiter (BANI) sesua dengan adanya “Claustda Arbiirase™ vang tercantum dalam
“Perjanjian Pemborongan™ vang telah ditandatangan oleh kedua belah phak,

BANI (Badan Arbitrase Nasional [ndonesia) didalam putusannya tanggal
19 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI/99 amar Putusannya sebagai berikut:
Memutuskan:

Daiam Eksepsi: Menyampingkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

[ Mengabulkan permolionan untuk sebagian,

2. Menyatakan Termohon melakukan “ingkar jan ji"/wanprestasi

3. Menyatakan “Perjunjian Pemborongan Kerga “No, || I/SPPIHSIVX1/1996
tanggal 20 November 1999 batal demi hukum.
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4. Menghukum  dan  memenmiahkan  Termohon kepada  Pemohon  uniuk

membayar kewajibannva sebagai berikut

a. Jumlah Tuntutan Pemohon =Rp 738849592 -
b. Biaya Arbiter yang telah ditutup oleh Pemohon =Rp.9236.000-
Jumlah = Rp. 748 085 592 -

5. Apabila Termohon tidak memenulu kewajibannya dalam wakiu vang telah
ditentukan, maka Temohon dikenakan denda 1% per bulan dan nilw uang
yang terlambat dibayarkan.

6. Menyatakan putusan Arbitrase i merupakan putusan tingkat pertama dan
terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

7. Menghukum Termohon membayar ongkos perkara i

Putusan BANI tersebut telah didaftarkan (deponeren) oleh Pemohon pada
Pengadilan Negen Jakarta Pusat Reg No.016/Wasit/1999/PN Ikt Pst tanggal 5
November 1999, Pihak termohon tidak pernah mengajukan  pembatalan atas
putusan BANI yang diatur dalam UL No.30 Tahun 1999,

Pemohon (PT. Trakindo) dengan berpegang pada putusan BAN| meminta
kepada Termohon (PT. Hotel Sahid) untuk membayar utangnva dan permintaan
tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon

Akibat Termohon udak bersedia membayar utangnyva sesuai dengan
Putusan BANI di atas, meskipun sudah ditegur (somasi) beberapa kali, maka
Pemohon pada tanggal 30 November 2000 melalui Kuasa Hukumnya,
mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan dalil: bahwa
utang Termohon Rp. 748.085.592 - telah jatuh tempo dan dapat ditagh, sejak
dijatuhkannya Putusan BANIL. Namun Termohon tidak melaksanakan pembayaran
utangnya tersebut,

Termohon juga mempunyai utang kepada kreditur lain sebagai benkut:

I Utang terhadap PT. Korra Antarbuana;

Utang terhadap PT. Inti Era Cipta;

Utang terhadap PT Plammeka Selaras:

Utang terhadap PT. Surva Pertiwi

Utang terhadap PT. Wiratman & Associates:

=)
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6. Utang terhadap PT. Tatamulia Nusantara Indah:
7. Utang terhadap PT. Jaya Kencana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan,
maka Pemohon mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon dengan
tuntutan/petitum kepada Pengadilan Niaga sebagai berikut:

I, Menerima dan Mengabulkan permohonar Pemohan.

2. Menyatakan Termohon berutang kepada Pemohon.

3. Menyatakan utang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun

tidak pernah dibayar oleh Termohon

Menyatakan Termohon mempunyai kreditor lain.

Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit

Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengurus pemberesan boedel Termohon.

Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat Abdullah Makarim, S H.

dan Kantor Hukum Nasrun, Kalianda & Darton alamat Wisma Jalan Teuku

Cik Ditiro No.12 Jakara 10350, sebagai Kurator dalam kepailitan ini.

8. Membebankan semua biaya perkara yang tunbul di Pengadilan Niaga Jakarta
Fusat kepada harta pailit,

Hos B s

Pihak Termohon dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakara Pusat
mengajukan  tanggapannya atas  permohonan Pemohon  diatas dengan
mengemukakan vang pokoknya sebagai berikut:
| Para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa ini kepada BANI-Arbiter.

d

Permohonan Kepailitan ini melanggar “asas nebis in idem”

Permohonan Kepailitan int prematur.

=

Pemohon masih mempunyai itikad baik untik menyelesaikan pembavaran,

karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempailitkan

Termohon,

Kedua belah pihak dalam sidang mengajukan bukti-buktinya masing-masing.
Majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang

paca pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sengketa tersebut telah diputus oleh BANI pada tanggal 19

Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BAN1Y9 dan terhadap putusan tersebut telah
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didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tangpal 5 November
1999 No.016/Wasit/1999/PN_Jkt.Pst, dan oleh karenanva telah memenuhi
ketentuan Pasal 59 UL No.30 Tahun 1999,
Putusan arbitrese tersebut menurut Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 bersifat
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para prhak.
Bila Termohon PT. Hotel Sahid tidak melaksanakan putusan BAN! tersebut
secara sukarela, maka putusan BANI tersebut dapat dieksekusi berdusar
perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang bersangkutan.
Menurut Majelis Hakim, pihak Pemohon (PT Trakindo) “seharusnya”™
mengajukan permohonan  eksekusi terhadap putusan Badan  Arbitrase
Nasional (BANI) tertanggal 19 Oktober 1999 No.5/X-09 ARB/BANI 99 vang
telah didaftarkan 1tu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Majelis berpendapat bahwa permohonan kepailitan vang diajukan oleh
Pemohon int, adalah berkelebihan, Karena proses pelaksanaan “Putusan
BANI" bzlum sepenuhnya dijalani oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akhirnva Majelis Hakim

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan menolak permohonan pailit
dart Pemohon.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian tersebut maka dasar hukum yang dapat digunakun

sebagat landasan yuridis dalam penulisan skripst imi adalah:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaat
Kewajiban Pembayaran Utang
& Pasal | angks |

Kepailtan adaleh sitaan umum atas semua kekayaan Debitor pailit vang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan olen Kurator di bawal

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini

b. Pasal 2 ayat (1)

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor tidak membayar lunus
sedikitnya satu utang vang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
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L2

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya
sendini naupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya
(sebelumnya diatur dalam Pasal [ avat (1) UU No.4 Tahun 1998).

Pasal 8 ayat (4)

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta
atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah
dipenuhi (sebelumnya diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UL No4 Tahun
1998).

Pasal 300 ayat (1)

Pengadilan scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain
memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan
memutus  perkara lain di bidang permiagaan yang penetapannya
dilakukan dengan undang-undang (sebelumnya diatur dalam Pasal 280
ayat (2) UU No.4 Tahun 1998)

Pusal 303

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesmkan permaohonan
pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat
klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan
permyataan pailit telah memenuli ketentuan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

a.

b.

C.

Pasal | angka |

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase vang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersenghketa”

Pasal 3

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadils sengketa para
pthak yang telah terikat dalam perjaniian arbitrase”

Pasal 59

(1) Dalem waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejuk
tanggal putusan dibacakan, lembar ashi atau salinan otentk putusan
arbitrase  diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter dan kuasanya
kepada Panitera Pengadilan Negeri
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arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter dan kuasanya
kepada Panitera Pengadilan Negeni,

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian
akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri atau
arbiter atau kuasanya vang menyerahkan, dan catatan tersebut
merupakan akta pendaftaran,

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli
pengangkatan sebagai arbiter atan salinan ofentiknva kepada
Panitera Pengadilan Negen.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

{5) Semua biaya vang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran
dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan mengikat para pihak™

Pasal 61

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara
sukarela, putusan dilaksanaken berdasarkan permtah Ketua Pengadilan
Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”,

Pasal 62

(1) Perintah sebagaimana dimaksud pasal 61 diberikan dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan permohonan
eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih
dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan
Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak
permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua
Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan
dari putusan arbitrase.

Pasal 63
“Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembaran asli dan

salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan™,
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h. Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan
Negerl, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putuscn dalam
perkara perdata yang putusannva telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Pasal3

(1) Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah
peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila.

b, Pasal 10 ayat (2)
“Badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badar
dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,
dan peradilan tata usaha Negara™

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

a. Pasal 8
"D lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang
chatur dengan undang-undang”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

o Pasal 1131 KUHPerdata menvatakan bahwa:
“Segula kebendaan si berutang. baik yang bergerak maupun vang tak
bergerak, batk yang sudah ada maupun vang baru ukan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”™,

b, Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
vang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda it di
bagi-bagi menurut kesermbangan, vaitu menurut besar-kecilnya piutang
masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.
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¢. Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan bahwa:

(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-
persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak
memenuhi kewajibannya.

(2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada Hakim,

(3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal
mengenai  tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalan;
perjanjian,

(4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah
leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat,
memberikan suatu jangka waktu untuk masih Juga memenuhi
kewajibannya, jangka waktu mana namun ity tidak boleh lehih dari

satu bulan.
d. Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa-

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia,
Jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk
memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian,
disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

e. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa:

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaky sebhagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Reglement of de Rechrsvordering/ Reglemen Acara Perdata (Rv) Pasal 615-

651,

2.3 | andasan Teori
2.3.1 Kompetensi Absolut Badan Peradilan di Indonesia

Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu
pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas dalam
memeriksa jems perkara vang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan
peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam

lingkungan peradilan vang lain,
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Kompetensi absolut badan peradilan di Indonesia secara umum datur dalam

UU No.d4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 avat (2) yang
membagi kekuasaan badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung menjadi
empat badan peradilan, masing-masing badan peradilan mempunyal wewenang
mengadili fertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan
tingkat banding, Kekuasaan badan-badan peradilan tersebut meliputi:
I. Badan Peradilan Umum

Badan Peradilan Umum bertugas dan berwenang memenksa, memutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dan tingkat banding,
Sewring  dengan perkembangan jamen dan perubshan terhadap peraturan
perundang-undangan maka pada badan peradilan umum diadakan pengkhususan
(diferensiasi/spesialisasi) vang diatur dalam undang-undang. Salah saty wijud
pengkhususan tersebut adalah pembentukan Pengadilan Niaga.
2. Badan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang vang beragama [slam
Peradilan  Agama bertugas  dan berwenang  memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tngkat pertama dan tingkat banding antara
orang-orang yang beragama [slam di bidang perkawinan, kewarisan. wastat,
hibah, wakaf dan shadagah.
3. Badan Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili
tindak pidana yang dilakukan oleh sescorang vang pada waktu melakukan tindak
pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah prajunt, yang
berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajunt, anggota  suaty
golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai
prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang atas keputusan Panglima dengan
persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer, menggabungkan perkara gugat ganti rug
dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak vang
dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana vang menjadi dasar
dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan,
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4, Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan tingkat
banding,

2.3.2 Tentang Kepailitan
A. Pengertian Kepailitan

Secara etimolog istilah kepailitan berasal dan kata “pailit” dan kata pailit
itu sendin berasal dan kata Belanda “failficr”, yuang artinya mogok atau berhent
membayar. Istluh untuk pengertian pailit dalam bahase Ingeris mengunakan
istilah Aankrupt dan untuk kepailitan menggunakan istilah hankruptcy, sedangkan
dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah pailit dan kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan
“panit’, Arti lain yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang
vang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang eenderung untuk
mengelabui pihak kreditornya. Kepailitan atau bangkrut dalam arti lain adalah
“scseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan vang aktivanva
atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnva” (Mumir,
Fupdy, 2002-7-8)

Pendapat beberapa sarjana vang memben pengertian Kepailitan, antara
lain,
1. Memorie Van Toelichting (Penjelasan Umum), menyatakan bahwa
“Kepailtan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas selurub harta
kekayaan i berutang guna kepentingan bersama para yang mengutangkan™
(dalam Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, 1994 19},
Subekti, menyatakan bahwa:

T

“Kepailitan adalah suntu usaha bersama untuk mendapatkan  pembavaran
semua pivtang secara adil” (dalam Situmorang, Viewr M. dan Hendri
Sockarso, 199420,
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JC.T. Sumorangkir dan Wirjono Sastropranoto menyatakan bahwa-
"Kepailitan adalah suatu beslah exekutonial yang dianggap sebagai hak
kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor” (dalam Situmorang,
Victor M. dan Hendn Soekarso, 1994:20),

Kartono, menyatakan bahwa

Repailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekavaan si debitor
untuk kepentingan seluruh kreditornya secara bersama-sama, vang pada waktu
itu si debitor dinyatakan pailit mempunyai utang dan untuk jumlah piutang
yang masing-masing kreditor miliki saat it (dalam Sitwmorang, Victor M.
dan Hendn Soekarso, 1994:21 ).
Sitt Soemarti Hartono, menyatakan bahwa:
"Kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukam Perdata Eropa sebaga
realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa vang tercantum
dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata” (dalam Situmorang, Victor M. dan
Hendri Soekarso, 1994:20)

Keparlitan menurut UU No 37 Tahun 2004 dalam Pasal | angka | adalah

sita umum  atas semua kekavaan Debitor Pailit vang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawal pengawasan Hakim Pengawas

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

B. Syarat Kepailitan

Kreditor yang akan mempailit debitor harus memenuhi syarat-syaral

tertentu yaitu:

I

_Fd

Debitor yang akan dipathitkan tersebut harus mempunvai 2 (dua) atau lebil
kreditor. Kepailitun merupakan lembaga untuk merealisasikan ketentuan
Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, artinya lembaga kepuilitan bertujuan
menyelesaikan tuntutan-tuntutan para kreditor kepada seorang debitomya,
Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu wtang vang telah Jatuh
wakiu/tempo dan dapat ditagih.

Artinya debitor mempunyai utang kepada dua kreditor atau lebih, kepada
salah sutu kreditornya berdasarkan perjanjian kredit atau pengakuan utang
telah berakhir jangka wakiwnya Debitor tidak membavar utangnya maka
kreditor dapat mengujukan pailit terhadap debitor tersebut.
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3. Ada bukti atau peristiwa’kejadian vang membuktikan debitor berhenti
membayar yaitu dibuktikan dari perjanjian kredit antara para pihak.
C. Kompetensi Perkara Kepailitan
Kompetensi perkara kepailitan dalam ketentuan Pasal 3 UU No.37 Tahun
2004 disebutkan bahwa:

(1) Putusan atas permohonan pemyataan pailit dan hal-hal lain vang berkaitan
dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

(2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia,
Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan
pernyataan palit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
kedudukan hukum terakhir Debitor.

(3) Dalam. ha! Debitor adalah persero atau firma, Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut Juga berwenang
memuiuskannya

(4) Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia
tetapi menjalankan profesi atan usahanya di wilayah negara Republik
Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor
menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia

(5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum. tempat kedudukan hukumnya
adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasamya,

2.3.3 Tentang Arbitrase
A. Pengertian Arbitrase

Arbitrasc berasal dani bahasa Latin, yaitu kata “arbitrare” yang berarti
kekuasaan untuk menyelesatkan sesuaty perkara menurut kebijaksanaan

Berikut ini sejumlah batasan arbitrase yang diberikan oleh para ahl
hukum, diantaranya adalah:

I. Priyatna Abdurrasyid, menyatakan | ahwa:
Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan
secars yudisial seperti dikehandaki oleh para pihak yang bersengketa, dan
pemecahannya akan didasarkan kepada bukt-bukti vang diajukan oleh para
pihak (dalam Usman, 2002:2).

2. Frank Elkoury dan Edna Elkoury, menyatakan bahwa:
Arbitration adalah suatu proses yang mudal atau simpel yang dipilih oleh para
pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang
netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil
dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima
putusan tersebut secara final dan mengikat (dalam Usman, 2002:1),
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3 R. Subekt, menyutakan hahwa:
Arbitrase adalah penyelesaian atan pemutusan senpketa oleh seorang hakin
atau para hakim berdasarkan pesetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada
atau menaati keputusan vang diberikan oleh hakim atau para hakim vang
mereka pilih atau tunjuk tersebut (dalam Usman, 2002:2).

4. Abdulkadir Muhammad menyatakan pengertian arbitrase lebih lerpering,
yartu:
Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan wmum.
yang dikenal khusus dalam dunia perusahiaan  Arbitrase adalah peradilan yang
dipilih  secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa,
Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negen merupakan kehendak bebas
pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituanghkan dalam perjanjian tertulis
yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas
kebebasan berkontrak dalam hukum perdata (dalam Usman, 2002:2-3).

5. Pendapat lain mengenai arbitrase dikatakan bahwa:
Arbitrase sebagai perwasitan. Per vasitan adalah suatu peradilan perdamaian,
dimanas para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak prbadi
yang mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak
memthak, vang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat
bagn kedua beluh pihak (Purwosutiipto, H M.N., 1992-1),

Menurud Reglemen Acara Merdata (Ryv ) arbitose erctuahan suiu bentuk
peradilan: yang diselenggarakan olelt dun berdasarkan kehendak sert itkad baik
dari pihak-pihak yang berselisih oleh hakim vang mereka tunjuk dan anpka
sendin, dengan pengertian bahwa putusan vang diambil hakim (ersebut
merupakan putusan yang bersifat final (putusan pengadilan tingkat terakhir) dan
mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya,

Arbitrase didalam UU No 30 Tahun 1999 Pasal | angka | adalah cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum vang didasarkan pada
f-erjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak vang bersengketa.
B. Klausula Arbitrase

Klausul arbitrase (arbitration  clawse) merupakan  persetujuan  yang
"asanya disepakati oleh kedua belah pihak  dalam  melakukan perjanjian.
Persetujum arbitrase dalam prakiek dan penulisannya disebut klausula arbitrnse
Penggunaan istilah i mengandung pengertian bahwa perjanjian pokok vang
bersanpkutan diukuti atau dilenpkapi dengan porsetuan mengena pelaksanasn
arbrteuse wien dengan kata lan, perjanpan pokok vang bersangkutan mengandung

klausula achtrase.
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Jenis perjanjian arbitrase terdiri dan dua macam. yaitu:
L. Pactum de compromittends, dilakukan sebelum perselisihan tenjadi.
2. Akta kompromis, dibuat setelah timbul perselisthan (Rosyadi, Rahmat dan
Ngatino, 2004:74-75).

Ist klausula arbitrase adalah mengenal hal-hal yang boleh dicantumkan dan
diperjanjikan, yang dimuat dalam undang-undang dan konvensi. antara lan
sebaga berikut:

8. Tidak melampawi perjanjian pokok
b. Isi klausula boleh secara umum.
¢. Klausula arbitrase secara terinei,
d. Klausula binding opinion.
Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

(1) Sengketa yvang dupat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa d
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dun
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yvang
hersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dupat diselesatkan oleh lembaga urbitrase adalah
sengheta vang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat
diadakan perdamaian,

C. Kompetensi Perkara Arbitrase

Abitrase sebapai salah satu lembaga penyelesaian sengketa para pihak

mempunyal  kewenangan tertenty  berdasarkan persetujuan vang memuat

petjanian arbitrase, batk dalam bentuk pactum de compromitendo maupun akta
kompromis. Putusan vang dijatuhkan bersifar “final” dan “binding” (tingkat
terakhir dan mengikat) kepads mereka.

Ferhadap kompetensi perkara arbitrase ini berkembang dua aliran, yatu:

I Pertama yang mengatakan bahwa klausula arbitrase; bukan publik orde,
seperti yang tercantum dalam putusan NR 8 Januari 1925 yang memuat
putusan sebagar berikut:

4. Suatu klausula arbitrase berkaitan dengan nier van openbaar orde (bukan
ketertiban umum),

b. Sengketa yang timbul dari perjanjian vang memuat klausula arbitrase
dapat dinjukan ke pengadilan perdata.
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c. Pengadilan tetap berwenang mengadili sepanjang pihak lawan tidak
mengajukan eksepsi akan adanya klausula arbitrase.
d. Dengan tidak adanya cksepsi vang diajukan, pihak lawan dianggap tetap

melepaskan haknya atas klausula arbitrase dimaksud

-

Eksepsi atau tangkisan klausula arbiirase bary digjukan dalam rekovenss
Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas klausula arbitrase dan
kewenangan mengadili sengketa sudah jatuh dan tunduk pada yunsdiksi
pengadilan,

Kedua, yang mengatakan bahwa klausula arbitrase: pacta sur servanda,

b

Aliran ini bertitik tolak dari doktrin hukum yang mengajarkan bahwa semua

persetjuan vang sah akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para

pithak. Karena itu setiap persetujuan hanya dapat gugur (ditarik kembali) atas

kesepakatan bersama para pihak.

Asas pacta sunt servandu secara positif terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata

yang menyebutkan, bahwa:

I Setiap perjanjian mengikat para pihak:

2. Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang:

3. Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak.

Berdasarkan prinsip pacta sunt servanda aliran ini berpendapat bahwa setiap

perjanyinn memuat klausula arbitrase, mengikat secarn mutlak kepada para

pihak, serta kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul

menjadi kewenangan absolut
D. Pelaksanaan Putussn Arbitrase

Menurut UU No.30 Tahun 1999, Pasal 59 diatur tentang pelaksanaan
putusan arbitrase (eksekusi). Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asly
atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan (dideponir) oleh
arbiter atau kuasa pemohon kepada Pan.tera Pengadilun Negeri dan oleh pamitera
diberikan catatan yang merupakun akta pendattaran
Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan

mengikat para pihak. Kedua belah pihak vang bersengketa terikat oleh putusan
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tersebut dan karenanya harus melaksanakan secara sukarela Apabila salah satu
pihak melakukan wanprestasi atau kelalaian, maka Pengadilan Negen tempat
mendeponir perkara berhak mengeksekusinya.

Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan terlebih
dahulu perlu memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai
berikut:
| Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan

melalw arbitrase.

ta

Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam

suatu dok:umen yang ditandatangani oleh para pihak.

3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanva sengketa di bidang
perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-
undangar,

4. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Rosyadi, Rahmat dan
Ngatino, 2004:86-87),
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BAB I
PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang
Mengajukan Failit Atas Putusan Arbitrase yang Belum Dilaksanakan
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sengketa tersebut telah diputus oleh BANI pada tanggal 19
Oktober 1999 No,5/X-09/ARB/BANI/99 dan terhadap putusan tersebut telah
didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 November
1999 No.016/Wasit/1999/PN.Jkt.Pst, dan oleh karenanya telah memenuhi
ketentuan Pasal 59 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

- Putusan arbitrase tersebut menurut Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 bersifat
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

- Bila Termohon PT. Hote! Sahid tidak melaksanakan putusan BANI tersebut
secara sukarela, maka putusan BANI tersebut dapat dieksekusi berdasar
perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang bersangkutan.

= Menurut Majelis Hakim, pihak Pemohon (PT. Trakindo) “seharusnya”
mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase
Nasional (BANI) tertanggal 19 Oktober 1999 No.5/X-09/ARB/BANI/99 yang
telah didaftarkan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Majelis berpendapat bahwa permohonan kepailitan yvang diajukan oleh
Pemohon ini, adalah berkelebihan, karena proses pelaksansan “Putusan
BANI" belum sepenuhnya dijalani oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga

menyatakan menolak permohonan pailit PT. Hotel Sahid dengan alasan bahwa

sebelum permohonan pailit ini diajukan, sengketa arbitrase vang timbul dalam
perjanjian pemborongan kerja yang memuat klausula arbitrase telah diputus oleh

23
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BANI. Klausula arbitrase ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 36 Perjanjian
Pumborongan Kerja No, 11 1/SPP/HSJUMS/XI/1996 bahwa:

(1) Segala masalah yang tercakup dalam surat Perjanjian Pemborongan
Kerja ini yang mungkin akan timbul dalam menjalankan perjanjian ini
akan diatur dan diselesaikan kemudian dengan itikad baik masing-
masing pihak dalam musyawarah;

(2) Bila masalah tersebut tidak teratasi oleh masing-masing pihak, maka
kedua belah pihak sepakat uniuk menyerahkan masalah kepada Badan
Arbitrase Nasional;

(3) Untuk pelaksanaannya dan segala akibat yang timbul dari Surat
Perjanjian imi, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilth hukum
yang fetap dan wmum serta segala akibamya di kanmior Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pasal 31 ayat (4) menyatakan dengan tegas bahwa:

Kedua belah pihak sepakat dalam hal terjadi Pembatalan Kontrak akan

mengabaikan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Pengadilan Niaga tidak secara eksplisit menyatakan bahwa wewenangnya
dalam memeriksa permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Trakindo, tetapi
Majelis Hakim berkesimpulan demikian, Kesimpulan Majelis Hakim ini diambil
dengan tdak menyinggung kewenangan mutlak. Menurut Majelis Hakim
permohonan pailit PT. Trakindo berkelebihan, sebagai suatu sengketa hasilnya
telah diputuskan oleh arbitrase vang memiliki kekuatan hukum sama dengan
putusan hakim yang telah memiliki kekuvatan hukum tetap. Seharusnya PT.
Trakindo terlebih dahulu menempuh proses pelaksanaan putusan arbitrase yang
diatur dalam Pasal 61 UU No.30 Tahun 1999. Artinya penyelesaian hukum yang
seharusnya ditempuh oleh PT. Trakindo adalah mengajukan permohonan eksekusi
kepada Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase No.5/X-09/ARB/BANI99
dilaksanakan.

Eksekusi putusan arbitrase BANI tunduk dan berpedoman kepada
ketentuan Pasal 631 dan 639 Reglemen Acara Pedata (Rv) sehingga masalah-
masalah yang berkenaan dengan putusan arbitrase BANI adalah sebagai berikut:

a.  diputus menurut hukum positif yang berlaku,
b. boleh diputus menurut ex aequo ei bono, apabila hal ilu secara (egas
disepakati para pihak dalam perjanjian arbitrase,
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. sistem pengambilan putusan berdasar mavoritas vang digabuiig dengan sistem
dengan wumpire,
d. syarat formal putusan:
I. menyebut identitas para pihak, terutama mengenai nama lengkap dan
alamat tempat kediaman mercka,
2. putusan menyebut tempat putusan diambil,
3. putusan diben hari dan tanggal,
4. putusan ditandatangani semua arbiter, dalam hal minoritas arbiter menolak
menandatangani:
a. hal itu dijelaskan dalam putusan;
b. penolakan mingritas menandatangani, tidak mengurangl  keabsahan
dan kekuatan mengikar putusan.
€. syarat materiil putusan:

I. mencantumkan kesi mpulan pendirian setiap anggota arbiter,

d

menguraikan alasan pertimbangan,
3. merumuskan secara rinci amar putusan.
Dasar hukum yang dijadikan dasar oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat dalam menolak permohonan pailit PT. Trakindo diatur dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yanu:
b.  Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Pasal ini pada pokoknya memuat ketentuan bahwa pelaksanaan
(eksekusi) putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, lembar ashi atau salinan olentik
putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atay Kuasanva
kepada Panitera Pengadilan Negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang
merupakan akta pendaftaran. Tindakan penyerahan dan pendafiaran putusan
arbitrase oleh arbiter atau kuasa pemohon di Pengadilan Negen imi dalam
praktek disebut dengan istilah deponir. Tindakan deponir putusan arbitrase
tdak hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administrasi
belaka, tetapi bersifat konstitutif, dalam arti merupakan satu rangkaian dalam
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mata rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi putusan jika
tidak dilakukan pendeponir tersebut,

Putusan BANI No.5/X-09/ARB/BANL9Y dalam sengketa antara PT
Trakindo dengan PT. Hotel Sahid telah dibacakan pada tanggal 19 Oktober
1999 yang mengabulkan permohonan PT. Trakindo dan menghukum PT.
Hotel Sahid untuk membavar utang sebesar Rp. 748 085592 - kepada PT
Trakindo. Putusan tersebut oleh PT. Trakindo didaftarkan kepada Panitera
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Register No.016/Wasit/]999/PN
Jkt.Pst pada tanggal 5 November 1999, Artinya pendaftaran dilakukan oleh
PT. Trakindo kurang dari 30 hari, sehingga ketentuan Pasal $9 UL No 30
Tahun 1999 sudah terpenuhi. Hal im1 berarti terhadap putusan dapat dilakukan
eksekusi  apabila pelaksansan putusan secara  sukarela gagal  untuk
dilaksanakan. Penyerahan dan penaftaran dimaksud dilakekan dengan
pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di
pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakara Pusat dan arbiter atau
kuasa pemohon yang menyerahkan dan merupakan akta pendaftaran putusan
arbitrase.

Putusan arbitrase yang teluh dicatat dalam akta pendaftaran i
kepamiteraan Pengadilan Negeri harus sudah dilaksanakan secara sukarela
paling lambat 30 (tiga puluh) har setelsh permohonan cksekusi didaftarkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika dalam waktu tersebut, putusan
arbitrase BANI belum dieksekusi, maka dilakukan pelaksanaan eksekusi
secara paksa. Perintah pelaksanaan secars paksa ini diberikan  Ketua
Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa
Pasal 60, 61, 61, 63, dan 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan mengikat para pihak (Pasal 60 UU No 20 Tahun 1999), Ketentuan i
apabila diterapkan dalam Putusan BANI No.$/X-09/ARB/BANI/99 maka
berarti Putusan BANI tersebut bersifat final, mempunyar kekuatan hukum

wwtap, dan mengikat para pihak vaitu PT. Trakindo dan PT. Hotel Sahid
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PT. Hotel Sahid sebagai pihak yang dihukum apabila tidak
melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka PT. Trakindo bisa
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi,
seperti yang termuat dalam Pasal 61. Kewenangan Pengadilan Negeni dalam
pelaksanaan cksekusi tersebut terbatas ﬁemen’kmnn secara formal terhadap
putusan arbitrase vang dijatuhkan oleh arbiter atay majelis arbitrase, Pasal 62
ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negen
sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahuly apakah
putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum,

Ketua Pengadilan Negenri dalam hal ini berhak menolak permohonan
pelaksanann eksekusi terhadap putusan arbitrase BANI yang dimohonkan dan
terhadap putusan penolakan eksckusi yang dikeluarkan ketua Pengadilan
Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apa pun. Ketua Pengadilan Negen
akan menolak suatu permohonan pelaksanaan cksekusi putusan arbitrase
BANI jika tidak terdapat alasan-alasan sebagai berikut
I putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak

berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa
arbitrase yang bersangkutan;
2. putusan dyatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis

arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa,

bed

putusan dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penvelesaian

sengketa melalu arbitrase, yaity:

a4, sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau
tdak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan  yang
menjadi wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikannya;

b, sengketn yang diputus bukan mengenai hak menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh prhak yvang
bersengketa;

¢. sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut
peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian:
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4. putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengin kesusilaan dan
ketertiban umum.

Berdusarkan penjelasan tersebut di atas sangat jelas bahwa penolakan
eksekusi oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat
dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan khusus. Karena itu,
penolakan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri oleh hukum sendiri
diharapkan tidak akan menimbulkan distorsi terhadap sifat “final” dan

"mengikatnya” suatu putusan arbitrase (Munir Fuady, 2000:165)

3.2 Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Perkara Pailit dengan
Klausula Arbitrase

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara
permohonan pailit dengan klausula arbitrase di dalem UU No.4 Tahun 1998
tentang Kepailitan dikatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili
sengketa dengan klausula arbitrase, karena Pengadilan Niaga adalah merupakan
bagian dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 300 avat (1) UL
No.37 Tahun 2004 jo. Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999, Hal inilah yang menjadi
dasar putusan hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa surat permohonan pailit
yang diajukan oleh Pemohon PT. Trakindo terhadap PT. Hotel Sahid kepada
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pemenintah  kemudian melakukan penyempurnaun terhadap peraturan
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yakmi dari UU No4
Tahun 1998 menjadi UL No.37 Tahun 2004, maka kewenangan Pengadilan Niaga
dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dalam Pasal
303 UU No.37 Tahun 2004 menjadi lebih luas dan disesuaikan dengan perkara
kepailitan yang terjadi di Indonesia, sedangkan kompetensi perkara pailit itu
sendiri diatur dalam Pasal 3 UU No,37 Tahun 2004,

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dalam UU No 37 Tahun
2004, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Niaga berwenang
memeriksa perkara pailit dengan klausula arbitrase dalam surat permohonan pailit
vang diajukan oleh PT. Trakindo kepada Penpadilan Niaga Jakarta Pusat
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Penvempurnaan terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang vaitu mengenai kewenangan Pengadilan Niaga untuk

memeriksa permohonan pernyataan pailit selama ini secarn umum terdapat tie-

faktor sebagai berikut:

a. Kewenangan Pengadilan Niaga atas permohonen pailit vang didasarkan
kepada sengketa yang memilikt klausula arbitrase

Sering terjadi dalam transaksi bisnis, apabila para pihak vang terlibat
dalam perjanjian, saling bersepakat vmtuk memilth arbitrase sebagar metode
penyelesaian sengketa yang akan mereka tempuh, apabila ternyata terjadi keadaan
wanprestast di masa yang akan datang,

Masalah ini perlu mendapat ﬁerl'latian karena keberadaan klausula
arbitrase telah menjadi permasalahan dan pembahasan vang cukup serius dalam
beberapa permohonan kepailitan,

Awal diberlakukannya UL No,37 Tahun 2004, Mayelis Hakim Pengadilan
Niaga cenderung berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Niags dalam
memeriksa permohonan kepailitan dan penundean kewajiban pembavaran utang
bersifat tidak mutlak bila berhadapan dengan klausula arbitrase. Hal ini tercermin
dari sebagian besar putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama pada awal-awal
berlakunya UU Kepailitan yang cenderung menolak mengadili permohonan pailit
apabila Termohon dalam perlawanannya mengajukan klausula arbitrase

Maksudnya, Pengadilan Niaga cenderung menolak  mengabulkan
permohonan parlit apabila suatu permohonan digjukan atas desar perjanjian yang
memiliki - klausula arbitrase. Umumnya Majelis Hakim  Niaga  mendasari
pengakuannya dengan superiontas klausula arbitrmse atas kepailitan dengan dasar
Yunsprudensi Mahkamah Agung No.455k/Sip/1982 tangeal 27 Mei 1983 dan
Puwsan MARL No.225k/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 Secara umum
vurnsprudensi tersebut mengganskan bahwa:

I Sejak parc pihak mengadakan perjanjinn yang memuat klausula arbitrase, para
pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa vang tmbul kepads
iembaga Arbitrase,
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2. Kemutlakan keterikatan pada klaucula arbitrase tersebut dengan sendirinyas
mewujudkan kewenanpan/kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan
sengketa yang timbul dari perjanjian;

3. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya
dapat dibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menank
kembali perjanjian arbitrase tersebut.

Alasan Majelis Hakim Niaga mengaplikasikan yunisprudens: ke wilavah
permohonan pailit dan penundaan kewajibun pembayaran utang adalah karena
Pengadilan Niaga juga merupakan bagian dan Peradilan Umum (Suvudi, Ana,
Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, 2004.56)

Arbitrase sendin sebagai sustu metode penvelesaian sengketa di luar
pengadilan mendasarkan berlakunya pada Pasal 615-65] Reglemen Acara Perdata
(Rv) dan Pasal 377 Replemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene
Indonesisch Reglement’ HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar
Jawa dan Madura (Rechtsregement Bitengewesten RBw)

Hal ini terlihat bahwa arbitrase itu sendin lahir sebagat akibat adanya
perjanjian, dan sebagai suatu perjanjian, maka klausula arbitrase tunduk kepada
asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda) pada Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata vang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesual
dengan unduag-undang berluku sebagai undang-undung bagi para prhak yang
membuatnya,

Secara teoritis asas kebebasan berkontrak  menimbulkan implikasi
kewenangan absclut bagi para pihak yang telah benanp untuk memilih
penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pthak vang memuliki klausula
arbitrase harus terikat atas dasar perjanjian untuk dapat langsung membawa
sengketanya ke muka arbiter,

Selain itu perlu diingat juga, bahwa para pihak tidak sepenuhnya memiliki
kekuasaan berjang untuk wnduk atas penyelesaian seluruh masalah kepada proses
arbitrase, Menurut hukum, penyelesaian arbitrase hanya diperbolehkan terhadap
hal-hal yang dikuasai oleh para pihak. Menariknya, belakangan ini Pengadilan
Niaga dan Mahkamah Agung kembali ke pendapat awal, dengan menvatakan
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bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan mutlak dalam hal
memeniksa permohonan pulit vang memiliki klausuls arbitrase.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Permohonan Pailit oleh PI
Trakindo terhadap PT.  llotel Sahid No.80/Pailit/2000/PN Niaga/ Ikt Pst
berpendapat  bahwa Pengadilan Niaga tidak memilikt kewenangan untuk
memenksa permohonan pailit. Duduk perkara permohonan ini adalan sebagai
berikut, PT. Hotel Sahid sebagai pemberi kema mengadakan perjanjian
pemborongan dengan PT. Trakindo sebagai pemborong melalui Perjanjian
Pemborongan Kerja Pengadaan dan Pemasangan Genset untuk Proyek Menara
Sahid di JI. Jend, Sudirman No.86, sesuai dengan Penjanjian Pemborongan Kerja
No. 1 I I/SPP/HSIVMS/X1/1996.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi wanprestasi dimana pemben
kerja justru tidak sanggup melakukan pembayaran terhadap prestasi vang telah
dilakukan olen PT. Trakindo sebagai pemborong.

PT. Hotel Sahid tetap vdak mau melaksanakan pembayaran utangnya,
sesual dengan klausula arbitrase dalam perjanjian pemborongan kerja terschbut,
maka PT. Trakindo mengajukan penyelesaian sengketanya kepada Maj=lis Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI dalam putusannya antara lain
mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian juga menvatakan Termohon telah
ingkar  janji/wanprestasi, menyatakan  Perjanjian Pemborongan  Kerja
No. [TI/SPP/HSII/MS/X1/1996 tanggal 20 November batal dem hukum,
menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar
kewajibannya sekaligus menyatakan putusan arbitrase ini merupakan putusan
tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.

PT. Hotel Sahid tidak kunjung secara sukarela menjalankan kewajibannya
sesual dengan putusan arbiter, maka sebagai langkah selanjutnva PT. Trakindo
mengajukan permohonan pailit kepada Termohon ke Pengadilun Niaga

Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada permohonan pailit P
Trakindo melawan PT. Hotel Sahid menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak

memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan yang telah memiliki
klausula arbitrase.
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Putusan ini - memjadi menarik,  sebab kurang  relevan apabila
ketidakwenangan Pengadilan Niaga dalam memenksa permohonan pailit vang
memuat klausula arbitrase dijadikan seoagai alasan bagi Majelis Hakim dalam
menolak permohonan pailit PT Trakindo.

Pemerintah pada tahun 1999 mengundangkan UU No 30 Tahun 1999
Pengundangan UU No.30 Tahun 1999 dengan sendirinya mencabut berlakunya
Reglemen Acara Perdata (Rv) sebagai dasar hukum bagi arbitruse sekaligus
memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi kedudukan putusan arbitrase
dalam konstelasi sistem hukum di Indonesia. Putusan arbitrase dinyatakan sebagai
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dimintakan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan secara eksplisit menetapkan bahwa
arbitrase memiliki kewenangan mutlak terhadap kewenangan Peraditan Umum,

h. Adanya kesepakatan umtuk  memilih suane wilavah kewenangan  relatif
pengadilan tertentu

Suatu hal yang umum apabila dalam suatu perjanjian, para pihak juga
melakukan perjanjian pemilihan suatu wilayah vurisdiksi pengadilan tertentu
sebagai tempat domisili sekaligus juga penyelesaian sengketa. Hal ini diatur
da'am Pasal 118 HIR vang menyebutkan bahwa:

Jika dengan surat akte tempat diam (tompat kediaman hukuny telah

dipilth, maka si penggugal, kalan mau, dapal mengapukan tmtuianmg

kepadu Ketwa Pengadilan Negeri vang dalam daeraly hukupmyva rempar
diam veang dipilih itu terfetak.

Suatu perjanjian  secara eksplisit telah menyatakan  memilith  suatu
kediaman hukum pada Pengadilan Negen tertentu, maka atas dasar /o sprestedis,
Pengadilan Niaga akan menyatakan kewenangan terhadapnva untuk memeriksa
permohonan pailit tersebut.

Secara logis kepailitan harus dilaksanakan pada pengadilan yang terdekat
dengan domisili hukum debitor, karena pada dasarmya proses pasca kepatlitan,
sepertt mventansia harta patht, pencocokan utang-pratang dan lain ﬂchngumﬁ
akan lebih praktis apabila dilakukan pada pengadilan vang terdekar dengan
domisili hukum debitor pailit Aplikast kewenangan absolut Pengadilun Niaga
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terhadap pilihan domisili tdak menimbulkan banyak masalah dan sudah ads
pengertian yang sama mengenai hal ini.
¢ Kesepakatan para pitik wuniuk mendasarkan kontrok ava dengan hukum asing
Perlu diperhatikan juga bahwa pada dasarnya kepailitan merupakan suatu
permohonan yang berkaitan dengan status personal termohon pailit (seari
personalia). Apabila permohonan pailit dikabulkan, maka debitor akan kehilangun
segala hak yang berhubungan dengan kekuasssnnya atas harta bendanva
Hubungan dengan status personal, maka umumnya pernyataan kepathitan suatu
subyek hukum akan terkait erat dengan status kewarganegaraan atan hukum
negara - yang mendasari  keberadaan debitor.  Karenanva  tidak menutup
hemungkinan permvataan  pailit dilakukan terhadap subyek  hukum  asing
Sepanjang subyek hukum asing tersebut memiliki aktivitas usaha di wilavah
Indonesia, maka berdasarkan Pasal 3 avat (4) UL No.37 Tahun 2004 subvck
hukum asing tersebut dapat dipailitkan

4.3 Tinjawan Yuridis Terhadap Putusan Perlara Pailit No.SO/Pailit2000/
PN.Niaga/ Tkt Pst

Penyempurnaan terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewapban
pembayaran utang yakni dari ULl No 4 Tahun (998 menjadt UL No 37 Tahun
2004 merupakan s=bagar wujud reformasi hukum kepathitan di Indonesia. Pasal
300 UL No.37 Tahun 2004 membahas tentang kewenangan Pengadilan Ninga
dalam memeriksa permohonan pailit vang memuat klausula arbitrase  Hal
menjadi menarik pada masa sekarang karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga
dalam permohonan pailit yang digjukan oleh PT. Trakindo terhadap PT 1lotel
Sahid No 80/Puilit/2000/PN Niaga/Jkt Pst berpendapat bahwa Pengadilan Niaga
tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pailit vang memunat
Klausula arbitrase. Duduk perkara permohonan pailit i adalah sebagnr berikut,
PT. Trakindo adalah suatu perusahaan di bidang pengadaan peralatan tehnik besar
serta suku  cadangnya pada tahun 1996 memperoleh  pekerjaan  borongan
pengadaan dan pemasangan genset pada Gedung Menara Sahid di JI Jend,
Sudirman Jukarta No.86 dan PT Hotel Sahid Juya Internasional
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Kesepakatan untuk pemborongan pekerjaan pemasangan genset tersebut
dituangkan di dalam Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSIIMS/ X1/
1996, Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut dicantumkan klausula arbitrase,
vaitu apabila terjadi sengketn antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan
melalu Badan Arbitrase.

Tidak lama kemudian terjadi sengketa vakmi Pl Hotel Sahid wanprestasi
atas pembayaran hasil pekerjaan tersebut sebesar Rp. 748.085 592 - vang
kemudian diajukan  penyelesaian ke Badan Arbitrase. BANI dalam putusan
No.5/X-09/ARB/BANL/99 menghukum Termohon PT.  Hotel Sahid untuk
membayar kewajibannya kepada PT. Trakindo. Putusan BANI tersebut
didaftarkan  pada  Pengadilan Negeni Jakarta Pusat Register No.
016/Wasit/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 5 November 1999, Pihak termolion tidak
pernah mengajukan pembatalan putusan BANI tersebut yang diatur dalam Pasal
70-71 UU No.30 Tahun 1999,

Pemohon PT. Trakindo dengan berpegang pada Putusan BANI tersebut,
minta kepada Termohon PT. Hotel Sahid untuk membayar hutangnya dan
permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon meskipun sudaly ditegaskan
beberapa kali, maka Pemohon PT. Trakindo tanggal 30 November 1999 melalus
kuasa hukumiya mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan
dalil . bahwa hutang Termohon PT. Hotel Sahid Rp 748085 592 - telah jatuh
tempo dan dapat ditagth, sejuk dijatuhkannya Putusan BAN! dan Termohon tidal:
melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut.

Termohon disamping itu, juga mempunyai hutang kepada beberapa
kreditor lain, yaitu : |. PT. Korra Antarbuana, 2. PT Inti Era Cipta, 3. P1
Plammeka Selaras, 4. PT. Surya Pertiwi, $. PT. Wiratman & Associates, 6. PT
Tata Mulia Nusantara Indah, 7. PT. Jaya Kencana.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan pertimbangun
hukumnya menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan pailit
dari Pemohon PT. Trakindo, dengan alasan bahws Pengadilan Niaga tidak
berwenang mengadili sengketa dengan klausula arbitrase. Penolakan Majelis
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Hakim tersebut berdasarkan ketentuan vang diatur dalam Pasal 300 ayat (1) UU
No.37 Tahun 2004 jo. Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999,

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU No.37 tahun 2004,
bahwa status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga
memuiki kapasitas hukum (Jega! capacity) untuk menyelesaikan permohonan
pailit, kewenangan absolut tersebut diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan
instrumen hukum khusus yang diatur dalam UU No .37 Tahun 2004

Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian nemborongan kerja tidak benar
Jika dijadikan slasan Pengadilan Niaga vang menyataken tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili permohonan pailit vang diajukan PT. Trakindo, hal ini
berdasarkan Pasal 3 UU No.4 Tahun 2004 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651
Reglemen Acara Perdata (Rv), telah menempatkan status hukum dan kewenangan
arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesa‘kan sengketa yang timbul
dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicie/ berhadapan dengan
Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa.

Kedudukan arbitrase sebagat extra judicial vang lahir dan klausula
arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect vang memberi kewenangan
absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa vang timbul dari perjanjian
“asus pacta sunt servanda” yang diganskan Pasal 1338 KUHPerdata Akan letapi
kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagal extra judicial tdak
dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (exera ordinary) yaug
secara khusus diberi kewenangan untuk memenksa dan mengadili perkara
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh UU No.37 Tahun
2004 yaitu Pasal 303 yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berwenang
dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak yang
terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang vang menjadi
dasar permohonan pailit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Zayat (1) ULl No,37 Tahun 2004,

Pokok bahasan di dalam penulisan skripsi ini adalah kompetensi
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa, memutus dan menvelesaikan
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permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase pada Pengadilan Niaga antara
PT Trakindo inelawan PT. Hotel Sahid
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat vang menpadili perkarms antara Pl

Trakindo  melawan  PT. Hotel  Sahid  dalam putusan  perkara  palit

No 80/Pailit/2000/ PN Niaga/Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2000 vang menyatakan

menolak permohonan pailit tersebut  yang diajukan oleh P Trakindo dintla

tidk memenuhi tuntutan dart Pemohon, khususnya terhadap utang vang belum
dibayar oleh Termohon. Alusan penolakan tersebut tiduk byjaksana Jika didasarkan
atas ketidakwenangan Pengadilan Niaga atas adanyva klausula arbitrase  Sebahb
kewenangan arbitrase tidak dapat mengatasi kewcnangan proses kepailitan

Kepailitan merupakan suastu instrumen khusus vang terpisah dari struktur proses

penyelesaian sengketa vang umumnya diperiksa dalam hukum acara biasa

Seharusnya keberadaan Klausula arbitrase tidek membuat Penpadilan  Niaga

kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan menyatakan pui'it, karena beberapa

hal seperti;

L Fungsi Pengadilan Niaga dalam kepailitan tidak tergantikan Muyelts Hakim
Pengadilan Niaga dalam pendupatnya menyatakan bahwa Pengadilan Niags
tidak memiliki kewenangan karena adanya klausula arbitrase, moka akan
meniadakan kemungkinan pengajuan pailit terhadup setiap prhak vang terikat
klausula arbitrase. Hal i menjadi anch karena di masa yang akan datang
orang akan menggunakan klausula arbitrase untuk mencegah timbulnya
tuntutan pailit, yakni sangat tidak menguntungkan bagi tujuan kepailitan iy
sendin.

3

Kepailitan ity sendiri, karena merupakin suatu permohonan maka tidak
memerlukan adanva sengketa untuk melahirkan suatu keadaan pathit. Seakan-
akan int melangkahi kenyataan yang terjadi, karena faktanya praktis nyaris
semua kepatlitan  fvoluntary berasal dani debitor vang tidak bersedia
membayar kewajibannya dan lebih memilih untuk wanprestasi, Kondisi inilah
vang menyusahkan kreditor dan sudah seharusnya ada senpketa satu sama laimn
untuk menuntut pemenuhan prestase sebelumnya dv antara mercka sehingaa

dalam mekanisine logisnya tidak mungkin tdab ada senpgketa di antary
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mereka, dan oleh karena itu, klausula arbitrase langsung merujuk ke arbiter
untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

3. Kepailitan mengakibatkan segala pelaksanaan putusan hakim pada sevap
bagian kekayaan si berutang sebelum kepailitan harus dihentikan seketika.
Selanjutnya bahwa sejak waktu yang sama pula, tiada suatu putusan pun boleh
dijalankan dengan mempenjarakan si berutang. Lebih jauh lagi, segala maten
yang telah disita harus diangkat, bahkan kalau perlu Hakim Pengawas dapat
memerintahkan pencoretannya (Suyudi, Ana, Ervanto Nugroho dan Herm: Sn
Nurbayanti, 2004:62-63).

Hal tersebut di atas dibuat berdasarkan kepada konsep dasar kepailitan,
bahwa kepailitan adalah masalah yang berkaitan dengan status hukum suatu
subyex hukum. Perubahan status tidak dapat diperjanjikan, dan pernyataannya
harus melalui institusi-institusi publik yang memiliki kewenangan atas hal
tersebut. Hal imi kurang lebih serupa dengan pemikiran, bahwa yang berwenang
untuk mengeluarkan paspor, KTP, surat nikah, adalah lembaga-lembaga publik
tertentu, misalnya departemen agama, pemenntah daerah, direktorat jenderal

im'grasi, dan terhadapnya tidak dapat diperjanjikan.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada permasalahan dan pembahasan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

1

ad

Akibat Termohon (PT Hotel Sahid) tidak bersedia melaksnakan putusan
BANI No 5/X-09/ARB/BANI/99, maka penvelesatan hukum vang seharusnya
dilakukan oleh Pemohon (PT. Trakindo) adalah mengajukan permohonan
eksekust kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarte Pusat setelah diserahkan
dan didafiarkan putusan terscbut oleh arbiter atau kuasa Pemohon i
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase 1
terlebih dahulu dilakukan secara sukprela oleh Termohon dan apabila tidak
chlaksanakan juga, maku dilaksanakan eksekusi berdasarkan atus perintah dan
Ketua Pengadilan Negen,

Berkaitan deagan perkara pailit No.80/Pailiv/2000/PN . Niaga/Jkt Pst, maka
Majelis Hakim Pengadilan Jakana Pusat menyatitkan menolak permohonan
pailit dari Pemohon, karena Putusan BANI  No SIXA09ARB/BANI
bersifat final dan mengikat kedus belah pihak sehingga tidak terbuka uraya
hukum apapun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 303 UU No 37 Tahun
2004 disebutkan buhwa Pengadilan Niaga berwenang dalam memeriksa dan
menyelesatkan permohonan pailit vang memuat klausuls arbitrase

Putusan  Majelis  Hakim  Pengrdilan Niagn dalam  perkara  pailit
No.8B0/Pailit/2000/PN. Niaga/JKt Pst yang menvatakan menolak permohonan
paihit yang diajukan Pemohon, dinilai tidak memenuhi tantutan dan Pemohon
khususnya utang yang belum dibayar oleh Termohon Alasan penolakan
tersebut tidak bijoksana jika didasarkan dengan ketidak wenangan Pengadilan
Niaga atas adanya klausula arbitra.e, sebab kepailitan merupakan suatu
mstrumen khusus yang terpisah dari struktur proses penyelesawan sengketa
yang umumnya dipertksa dalam hukum acara biasa

ix
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4.2 Saran

Berkaian dengan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan sarar-

saran sebagai berikut:

|

L

Pibak Termohon yang dikalahkan untuk melaksanakan eksekusi putisan
arbitrase  kepada  Penpadilan Negeni  terlebil dahmly,  sesum  dengan
kesepakatan dalam perjanjian pemborongan kerja selunegn apabila eksekusi
tersebut tidak dilaksanakan barulah para pihak dapal mengajukan permohonan
kepailitan yang memuat klausula arbitrase ke Pengadilan Niaga. Arbitrase
dapat dipilih sebagai suatu sarana penvelesaian sengketa diluar pengadilan
yang bersifat cepat, efisien dan efekiif bagi para pengusaha dalam
mengadakan suatu perjanjian vang memuat klausula arbitrase.

Penyempurnaan  terhadap  Undang-Undang Kepailitan  dan  Penumdaan
Kewajiban Pembayaran Utang dalam Ul No37 Tahun 2004 semogn
disosialisnsikan  kepada masvarakat luas dan dijadikan  sebagui  dasar
pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa
dan menyelesatkan perkara pmii denpgan klavsula arbitrase yung terjads i
Indonesia.

Hakin Pengadilan Niaga dalam menjatulkan putusan rerhadap perkara pailit
dapat. mengharuny kehidupan masyarakat umum demi perkembangan dan
kemajuan perekonomiun dan bisnis di Indonesia.
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